
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUEAN BEBAS BATAM

SALINAN
PERATURAN KEPAI,A BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEI{YELENGGARAAN PEMASUKAN DAN PENGELUA]?T{I BAIIT{IIG KE DAN DARI
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELAE}UHAN BEBAS BATAM,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2T Peraturan
Pemerintah Nomor 4l Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang
Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan
Dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1995 tentang Cukai (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor lO5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 200O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O teriang
Cipta Kerja (lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun
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2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahui 2Ol4 Nomor45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512);

6

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NoTg.. 4757) sebagaimana telah diubai beberapa ka1i,
terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 6C tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah
Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (kmbaran ttegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63g4);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
66171;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Repubtk Indonesia
Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6653);

10. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan PeLabuhan Bebas Batam;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018
tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Asal Untuk Barang AsaI Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLB Nomor 1S7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
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Peraturan Menteri perdagangan Nomor 39 Tahun 2020tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 24 Tahun 2O1g tentang Ketentuan dan
Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan eg;l Untuk Barang
Asal Indonesia (Berita Negara Repubtit Indonesia Tahun
2020 Nomor 347);

12. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 109 Tahun 201g
tentang Ketentuan Ekspor Kopi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Womor t6+7i;

13. Peraturan Menteri perdagangan Nomor 111 Tahun 201g
tentang Ketentuan dan Deklarasi Asal Baran g (Originat
Declaration) Untuk Barang Ekspor Asal Indonesia @-erita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1g Nomor ftagl;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2O2I tentang
Pemasukan darr Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan
Yang Telah Ditetapkan Sebagat Kawasan perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara neputUt
Indonesia Tahun 2021 Nomor 314);

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp. 25 Tahun
2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan
Perdagangal Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan
dan Karimun;

16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian
Selaku Ketua Dewan Kawasan perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Umum Pemasukan Barang ke Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

17. Peraturan Dewan Kawasan perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Keq'a Badan pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1106)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir dengan
Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pel,abuhan Bebas Batam Nomor I
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 944);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
TENTANG PEI{YELENGGARAAN PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa1 I

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam yang
selanjutnya disebut Kawasan Bebas Batam adalah suatu kawasan yang
berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk,
Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penjualan atas Barang Mewah, dan
Cukai.

-4-
18. Keputusan Dewan Kawasan perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam Nomor t tafrun 2019 tentang
Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badai
Pengusahaan Kawasal Bebas dan pelabuhan Bebas Batam
dan Penetapan serta pengangkatan Kepala, Wakil Kepala
dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

19. Peraturan Kepala Badan pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Batam Nomor 19
Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keqia
Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan
Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan pelabuhan
Bebas Batam sebagni6sl4 telah diubah dengan peraturan
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Bata-m
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Keq'a Unit Ke{a di Bawah Anggota di Lingkungan
Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam;

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas yang
selanjutnya disebut Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk untuk
menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan
mengoordinasikan kegiatan Badan pengusahaan Kawasan perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas.
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Badan Pengusahaan Kawasa, perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas
P"?-, yang selanjutnya disebut gad;1 pengusahaan Batam, adalahlembaga pemerintah yang melaksanakan klwenangan t;;"ilI;"r,pengcmbangan dan pembangunan Kawasanperdagaigan'Befas danPelabuhan Bebas Batam sesuai dengan fung-si_frngsi K"*a*
Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas.

fena]a_alatah Kepala Badan pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam.

Pel{ru Y*1" ad-alah perseor€rngan atau Badan Hukum yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Industri adatah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah BahanBaku dan/atau memanfaatkan sumber daya iiar"# 
".hirrgg"menghasilkan barang yang mempunyai nilai tamuarr atau manfaat letih

tinggi, termasuk jasa Industri.

Importir Terdaftar adalah perusahaan atau badan hukum yang telah
mendapat pengakuan untuk mengimpor barang-barang tertenti yang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah
mendapat pengakuan untuk mengekspor barang tertentu sesuai d".rgun
ketentuan yang berlaku

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah
darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu
dt zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berraku
Undang-Undang Kepabeanan.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku Usaha
ata.u pengusaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau
kegiatannya.

Izln Usaha Kawasan adalah ldr. yang diterbitkan oleh Badan
fen-Busahaan dengan fungsi sebagai izin 

-pemasukan 
/pengeluaran barang

ke dan dari Kawasan Bebas Batam

Izin Usaha Kawasan Luar Daerah pabean yang selanjutnya disingkat IUK
LDP adalah izin usaha untuk pemasukan b-arang 

-konlumsi 
d-ari LDp

untuk kebutuhan penduduk dan pemasukan barang modal, bahan baku
atau penolong dari LDP untuk kebutuhan produksi.

Izin Usaha Kawasan Tempat Lain Dalam Daerah pabean yang selanjutnya
disingkat IUK TLDDP adalah lzin Usaha yang diberikan kepada petatu
usaha di Kawasan Bebas Batam yang memiliki MB tarrpa mimiliki
fasilitas API, hanya digunakan untuk kegiatan pemasukan dan
pengeluaran barang ke dan dari TLDDP.
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Izin Usaha Kawasan Kontraktor Kontrak Keq.asama yang selanjubrya
disingkat IUK K3S adallh lzin Usahayang diberikan t 

"paa""p"t 
tu"rJ"baik yang berlokasi di Kawasan Bebas i'atam maupun di luar Kawasan

Bebas Batam, yang merupakan kontraktor konhak kerjasama dengan
Pertamina atau Migas.

Izln Usaha Kawasan Sementara Untuk Kegiatan Tertentu yang
selanjutnya disingkat IUK suKT adarah Izin usahiyang diberikan kepada
pelaku 

-usala yang berlokasi di luar Kawasan gebas -Batam, y.rrg 
"t.r,melakukan kegiatan tertentu yang mana izin usaha kawasanilyaianya

digunakan sebagai dokumen pelengkap kepabeananan A*am rangka tatulintas barang.

Izin Usaha Kawasan Iagistik yang selanjutnya disingkat IUK rogistik
adalah izin usaha untuk pemasutan aan pengeluarin tarang JAin
untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas Batam.

Luar 
-D-aerah Pabeanyang selanjutnya disingkat, adalah wilayah di luar

Republik Indonesia

Tempat I^ain adalah tempat di Kawasan Bebas seLain pelabuhan Laut dan
bandar udara yang ditunjuk, yang dipergunakan untuk kegiatan bongkar
barang dari luar daerah pabean, rempat lain dalam Daerah pablan,
Kawasan Bebas lain, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi
\husus, dan/atau kegiatan muat barang yang akan dikeluarkan ke luar
daerah pabean, tempat lain dalam Daerah pJbean, Kawasan Bebas lain,
tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus

Fa;ilitas adalah pembebasan pengenaan Bea Masuk, pajak pertambahan
Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Cu[ai untuk barang
531 luar {aerah pabean yang r{imasukkan ke Kawasan perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Fasilitas Nonfiskal adalah kemudahan dari pemerintah pusat dan/atau
Pemerintah Daerah yang diterima perusahaan Industri dan perusahaan
Kawasan Industri dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan
barang dan/ atau nilai kegunaan bangunan fisik yang pemanfaa-tannya
menimbulkan atau tidak menimbulkan keuntungan -kbmersiat, tanpa
diikuti dengan pemindahan penguasaan atau kep-milikan hak, barang,
dan/ atau bangunan fisik tersebut dari pemerintah pusat dan/ atau
Pemerintah Daerah kepada perusahaan Industri dan perusahaan
Kawasan Industri.
Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada pelaku Usaha yang telah
memiliki Izin usaha Kawasan untuk melakukan registrasi elektronik
melalui sistem elektronik yang disediakan Badan pengusahaan Batam
dan/atau hak yang diberikan untuk melakukan interakii dengan sistem
elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan, dengan
mendapatkan Tlser rlame dan passuord.
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Barang Konsumsi adatah barang yang digunakan untuk keperluan
konsumsi Penduduk.

Barang Kena Cukai adalah barang tertentu yang mempunyai sifat dankarakteristik konsumsinya perhi dikend"lik .; p"..i*irrrry" p".f,
diawasi,. pemakaiannya dapat menimbulkan da:npak ,r"g"tif ^ t"gimasyarakat atau lingkungan hidup, atau pemalaiann]ra perlupembebanan pungutan negara derni 

' 
keadilan' dan t ""i-urigrr,berdasarkan Undang-Undang Cukai.

Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi adalah kegiatanadministrasi dalam penetapan jrrml"1, dai jenis barang, meUputi: 
-riraian

barang, HS Codg jumlah dan satuan barani yang mendapatkan Fasilitas.

Daftar Distribusi Barang adalah daftar yang berisi nama, alamat, jumlah
dan jenis barang yang akan didistribusitan.-

26. Barang Modal adalah barang sebagai modal usaha atau untukmenghasilkan
oleh Pelaku

sesuatu yang bersifat tidak habis
Usaha dalam kegiatan industri

pakai yang diperlukan
sesuai dengan bidang

usahanya.

Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru yang selanjutnya disingkat
BMTB adalah barang ssfoagai modal usaha 

-ata,u 
untuk menghasiftansesuatu, yang masih layak pal@i, atau untuk dirikondisi,

remanufakturing, digunafu ngsikan kembali dan bukan skrap.

Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barangjadi yang dapat diolah menjadi barang selengah Jaai-atau barang jadi
dan/atau jasa yang mempunyai nilai ek6nomi ying iebih tinggi.

Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam
proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsiny"= 

""-pr.rr"sesuai parameter produk yang diharapkan. -

Pengawasan $alah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan
usaha- sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang
{il*"\tl _melalui pendekatan berbasis Risiko dan liewajiban yang h"arus
dipenuhi oleh Petaku Usaha.

Surat Keterangan Asal (Ce*ifimte of Origin) yang selanjutnya disingkats{{ adalah dokumen yang membuttita. oarr*a b-arang it"pt. Indon-esia
telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia lnules o; Orrgin of
Indonesial.

Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada peraku
usaha yang melakukan kegiatan pemasukan barang, pembonglkaran,
pelCellaran dan pemuatan barang dalam rangka ieraagang; aan
industri serta peluncuran kapal di luar pelabuhan yar,g aitunpt .-

32.
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Pemasukan Sementara adarah kegiatan pemasukan Barang Modal ke dandari luar Daerah Pabean dal/atau Tempat r^ain Daram oaerarr pabean kedan dari Kawasan Bebas Batam yang ai.an digunakan ".-".,t o d.rr
kemudian akan dikeluarkan kembari te aan dari Kawasan Bebas Batam.

Pengeluaran Sementara adalah kegiatan pengeluaran Barang Modal kedan dari luar Daerah pabean aanTatau^ TeLpat lain Dar;m Daerah
Pabean ke dan dari Kawasan Bebas Batam- yang akan digunakan
sementara dan kemudian akan dimasukkan kembali te aan dari [awasan
Bebas Batam.

verilikasi atau penelusura, teknis impor adalah penelitian dan
pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh su.veyor.

Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk
melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.

Harmonized system yang selaljutnya disingkat HS adalah Nomenklatur
klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia dan
digunakan untuk keperluan tarif, statistik, ites o7 onlrin, pengawasan
komoditi ekspor impor dan keperluan lainnya.

38. Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Batam Atau Investrnent Batam
online single submission yang setanjutnya disebut IBoss adalah sistem
layanan perizinan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan
kewenangan Badan Pengusahaan Batam dan pemerintah Kota Batam.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
a. jenis, persyaratan dan tata cara perizinan;
b. penetapan jumlah dan jenis barang;
c. pengawasan; dan

d. sanksi.

Pasal 3

T\rjuan Peraturan ini adalah:

a. terwujudnya pelayanan perizinan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan
dari Kawasan Bebas Batam yang efisien, efelrtif dan akuntabel;

b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan bidang perdagangan
dan induski dalorn rangka layanan lalu lintas barang ke dan dari Kawasan
Bebas Batam sesuai peraturan perundang-undangan.
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Pasal 4

(1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor perdagangan terdiri atas:a. Izin Usaha Kawasan bidang perdagangan;
b. Persetujuan Impor;
c. lzin Importir Terdaftar;
d. Izin Eksportir Terdaftar;
e. Surat Keterangan AsaI; dan
f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan

Perdagangan.

(21 lz., usaha Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri atas:a. IUK LDP;
b. IUK TLDDP; dan
c. IUK logistik.

(3) Persetujuan Impor ssfagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Barang Konsumsi non pembatasan dari Luar Daerah pabean;
b. Barang Konsumsi dalam pembatasan; dan
c. Barang Kena Cukai.

BADAN PENGUSAIIAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
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BAB II
JENIS, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perdagangan

Paragra-f 1

Jenis Perizinan

Berusaha Sektor

Pasal 5

Pasal 6

Badan Pengusahaan Batam berwenang menerbitkan perizinan lainnya dalam
rangka perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha sektor
perdagangan sslagaimara dimaksud dalam 

- pasal 4 Ayat (1) huruf f yang
$RerluJ<an para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usala di Kawasan
Bebas Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundarrg-undangan.

(1) Dikecualikan dari ketentuan perizinan ss[agai'.ana dimaksud dalam pasal 4
untuk pemasukan dan pengeluaran barang:
a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di

Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
b' barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang

bertugas di Indonesia;
c. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal,

sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana
alam;

d. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

8Fs.lr,{ir
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' persenjataan, amunisi' dan perlerrgkapan m iter dan kepolisian, termasuk
::k" cadang yang diperu"t"tf""'t"gi keperluan pertahanan dankeamanan negara;
barang corrtoh yang tidak untuk diperdagangkan;. peti atau kemasan lain yang berisi jenazih a?u abu.jenazah;. barang pindahan;

P1** pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, danbarang kiriman;
obat-obatan yang dimasuJ<kan 

.engan menggunakan anggErr€rn pemerintah
111qalqerunpk* bagi kepenting; **"y;"k t;Dahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisanjaringan;
peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaranlingkungan;

f.
c
h
i.

k.

J

I

m. barang oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukanuntuk kepentingan umum;
n. barang untuk keperluan olahraga

olahraga nasional;
yang dimasukkan oleh induk organisasi

o. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lainsemacam itu yang terbuka untuk umum serta baraig untuk konservasialam;
p. buku ilmu pengetahuan; danq. 

P^TT.8_ 
untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacatIalnnya.

(2) Terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ssfagaimanl dimaksud pada
ayat (1), Badan pengusahaan gatam menerbitkan rekotendasi.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 7

(1) Persyaratan untuk mendapatkan IUK LDp sebagai berikut:a. Surat permohonan;
b. Surat pernyataan bermeterai;
c. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka pengena-l Impor_Umum (ApI-U);
d. Identitas pelaku Usaha;
e' Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang (pKKpR) di Kawasan

Bebas Batam Batam; danf. Nomor Pokok Wajib pajak (NpWp) Batam.

(2) Persyaratan untuk mendapatkan IUK TLDDp sebagai berikut:a. Surat Permohonan;
b. Surat Pernyataan bermeterai;
c. MB;
d. Identitas pelaku Usaha;
9 9Y1"t pernyataan terkait tata ruang; danf. NPWP Batam.

\
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(3)
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Persyaratan untuk mendapatkan IUK Logistik adalah sebagai berikut:a. Surat Permohonan;
b. Akta Pendirian dan/atau perubahan terakhir;
c. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Surat Pernyataan bermeterai;
9. NIB yang bertaku sebagai ApI-U;
f . lzt:l: Usaha Sektor;
g. NPWP Batam;
h. Bukti penguasaan atas _Tempat i^ain paling singkat 2 (dua) tahun yang

mempunyai batas dan luas yang jelas, be-rikui peta lokasi/tempat dan
. rencana tata letak/ denah yang akan dljadikan Tempat Lain;i. Memiliki sistem pengendalian intemar yang baik dan mendayagunakan

sistem informasi persediaan berbasis kompuier (IT Inuentoryl dan iremiliki
sistem penelusuran baran g (traceabititAl aafam'pengeloh# barang pada
lemqat Lain yang dapat diakses oreh Bp Batam, Dii.,,ektorat Jendeial Bea
dan Cukai, serta Direktorat Jenderal pajak;

j. Rencana Pemasukan dan pengeluaran bararg logistik untuk 1 (satu) tahun.

pasa g

(1) Persyaratan permohonan persetujuaa impor Barang Konsumsi non
pembatasan dari Luar Daerah pabean terdiri atas:
a. IUK LDP;
b. Laqoral realisasi pemasukan barang terakhk (last petformanrcel; dan
c. Daftar Distribusi Barang.

(2) Persyaratan permohonan persetujuan impor Kendaraan Bermotor dari Luar
Daerah Pabean terdiri:
a. IUK LDP;
b. Surat Uji Tipe (SUTJ;
c. Bank Garansi kecuali Agen Ttrnggal pemegang Merk (ATpM) dengan

melampirkan kontrak kerja;
d. Sertifrkat Beng]<el;
e. Penunjukan pusat sebqgai pemegang Merek; danf. Laporan Realisasi Pemasukan Sebelumnya.

Pasal 9

(1) Persyaratan penerbitan Imporlir Terdaftar-Minuman Beralkohol terdiri atas:
a. IUK LDP;
b. surat keterangan distributor minuman beralkohol golongan A, B dan/ atau

golongan C;
c. Surat penunjukan paling sedikit 20 (dua puluh) principal pemegang

merek/ pabrik luar negeri yang berasal dari pating sedikit 5 (lima) negara
yang ditandasahkan oleh notaris publik dan atase perdagangan atau
pejabat diplomatik/konsuler di bidang ekonomi di negara setempai; dan

d. Surat keterangan dari pabrik luar negeri yang menerangkan bahwa
pemegang merek/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk
distributor di luar negeri yang ditandasahkan oleh atase perdagangan atau
pejabat diplomatik/ konsuler di bidang ekonomi di negara setempat.

BPn,rnu
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(z) !yra! keterangan distributor golongan A, B, dan/atau golongan c sebagaimanadtgaksgd pada ayat (1) huruf u aiueritan dengan persyaxatan berpengalaman

selama 3 (tiga) tahun.

Persyaratan penerbitan Izin Eksportir Terdaftar terdiri atas:
a. untuk mendapatkan izin Eksportir Terdaftar Kopi, pelaku usaha mengajukan .

gery9lo1an dengan melampirkan dokumen wajib terdiri atas:1. IUK LDP;
2. Hasil Pemeriksaan dari Dinas provinsi yang membidangi perdagangan; dan3. Berita Acara pemerikasaan dari Dinas-provinsi/Ki'brp"t"i7rot" yrrrg

membidangi perdagalgan.

b. untuk mendapatkan Eksportir Terdaftar Komoditas lainnya yang belum diatur
pada peraturan ini mengikuti norrna, standar, prosedui dan iriteria (NspK)
yang diatur instansi telanis terkait.

Pasal l0

Pasal 11

Persyaratan Penerbitan SKA terdiri atas:
a. Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (pEB) yang telah dibuat oleh petugas

Kantor Pelayanan Bea dan cukai di pelabuhan muat atau hasil cetak
Pemberitahuan Ekspor Barang (pEB) yang dibuat secara pengolahan Data
Elektronik (PDE) dengan dilampiri Nota pelayanan Ekspor (NFE);

b. original apg Bill of lnding (B/L) atau fotokopi eirway 
-eil 

iewel, atau fotokopi
Cargo Receipt (pelabuhan darat);

c. Inuoice;
d. Packing lisf; dan
e. Perhitungan Struktur Biaya (Cost Structure).

Pasal 12

Persyaratan penerbitan Rekomendasi pemasukan dan Pengeluaran Barang logistik
terdiri atas:

IUK Logistik;
MB yang berlaku sebagai ApI-U;
Jumlah dan jenis barang logistik yang akan masuk;
la.poran Realisasi pemasukan barang sebelumnya yang pelaksanaannya
dilakukan melalui sistem layanan elektronik (IT Inuintoryl; darr
Surat pernyataan destinasi pengeluaran barang logistik.

Pasal 13

(l) Dalam hal terdapat permohonan perizinan Berusaha Untuk Menunjang
Kegiatan Berusaha Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 oleh Pelaku Usaha, Badan Pengusahaan Batam menyampaikan kepada
Dewan Kawasan.

a
b
c
d

e

I

BPnr,tr



(2)

(2t

(3)

(41

Dewan. Kawasan dapat mengubah dan/atau menambarrkan jenis perizinanBerusaha berdasarkan persetujuan 'presiden dan ditetapkan denganPeraturan Dewan Kawasan.
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Pasal 15

Pasal 14

Pelaki usaha yang telah memiliki Hak Akses pada sistem IBosS mengajukan
yelno.lronal dengan mengunggah p"."y...t ri IUK LDp, IUK TLDDp,;.r, ruxpSr"tit sebagaimana aimatsua a"frr" p"J Z, persyaratan ;";";t"j"",impor bara,g konsumsi non pembatasan dan persetujuan impor kendaraanbermotor setagaimana dimaksud aafa.o palaf g, persyaratan importirterdaftar minuman beralkohol sebagaimana ar-lr.I"a';;; t' "*r.persyaratan rekomendasi 

. 
pemasuka. dan pengeluaran barang rogistiksebagaimana dimaksud dalam pasallZ sesuai"aeiga, j;;" ;;;; yrrrgdiajukan dengan format pDF.

Dire-ktorat Pelayanan Laru Lintas Barang dan penanaman Modal merakukanverifikasi teknis terhadap persyaratan yang diunggah sebagaimana amatsua
gada gva.t (1) paring lama I (satu) h; k;ja ;jak diteriira d; p;i;;r.""
Terpadu Satu Pintu (pTSp) melalui sistem IBbSS.

Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang di.n penanaman Modal menerbitkanrekomendasi yang memuat jumlah -dan jenis barang s"rta p"taUrrt rrl
bongkar.

Direktur Pelayanan Terpldu Satu pintu (pTSp) menerbitkan perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paiing iamlat 1 (satu) hari keqia sejakditerimanya rekomendasi sebagaimana aimafsua pada ayat B).

Masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasar 14 ayat (r) sebagaiberikut:
a. lzin Usaha Kawasan berlaku selama perusahaan beroperasi;b' felse.trljuan Impor Barang Konsumisi Non pembatasan berlaku 14 (empat

belas) hari kalender sejak diterbitkan;c. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol berlaku 3 (tiga) tahun;d' Rekomendasi Pemasukan dan pengeluaran Barang Iagistik berlaku 3 (tiga)
bulan; dan

e. Persetujuan impor non pembatasan untuk kendaraan bermotor berlaku 3o(tiga puluh) hari kalendei sejak diterbitkan.

BPs,rnu
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Tata Cara



Ketentuan Penerbitan Izin Eksportir Terdaftar dilaksanakan dengan ketentuansebagaimana dimaksud- _d"h; p"J- i+ ?ngan melampirkan persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal lO

pasal 17

Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal:a. Penerbitan SKA dilakukan di siJtem tunggal e_ska;b' Melakukan registrasi pada sistem e-*u T"t"r. memperoleh Hak Akses denganm elam,pirkan persyaratan sebogai berikut:1. NPWP;
2. NIB;
3. Surat izin usaha perdagangan atau izin usaha dari kementerian
- teknis/lembaga pemerintah noi kementerian/instansi; d;; -
4' surat teterangan domis,i kantor pusat dan/atau kantor operasionalperusahaan;

c. Mengajukan permohonan SKA dengan melampirkan persyaratan sgbagaimeura_ dimaksud datam pasal 1l;d' Direl<torat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan penanaman Modar merakukanverifikasi dokumen permohonan;
e. SKA diterbitkan melhui system e_SKA; danf. SKA berlaku selama t (saiu) t h"" t";irit";C sejak tanggal penerbitan.

pasal 1g

Ketentuan Penerbitan perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Berusahasektor Perdagangan dilalsanakan setetah -".ra"p.fl."r, persetujuan presiden danditetapkan dengan peraturan Dewan Kawasan.

BADAN PENGUSAIIAAN KA\TASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
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Pasal 16

Bagian Kedua
Perindustrian

Paragraf 1
Jenis Perizinan Bidang perindu strian

pasal 19

Jen-is. layanan perizinan bidang perindustrian terdiri atas:a. lzrn Usaha Kawasan bidang perindustrian;
b. Persetujuan pemasukan eirang Industri; '

:. Persetujuan pengeluaran Barang Industi; dand. Persetujuan Peluncuran Kapa1 d-i f,uar peiaUutran yang Ditunjuk.

BPcAr,u
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Pasal 20

(1) Izin Usaha Kawasan Bidang perindustrian terdiri atas:
a. IUK LDP;
b. IUK TLDDP;
c. IUK K3S; dan
d. IUK SUKT.

(21 lzin Usaha Kawasan
sebagai berikut:

Bidang Perindustrian paling sedikit mencantumkan

a. NIB;
b. Identitas pelaku usaha;
c. Lokasi usaha di Kawasan Bebas Batam;
d. NPWP;
e. Bidang usaha;
f. JenisAPI; dan
g. IGtegori IUK LDP, IUK TLDDP,IUK K3S, atau IUK SUKT.

Pasal 21

Persyaratan untuk mendapatkan IUK LDp Bidang perindustrian adalah sebagai
berikut:

Surat permohonan;
Surat pernyataan bermeterai;
MB yang berlaku sebagai API-P;
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bebas
Batam;
Izin usaha sektor/sertifikat standar/ izin;
NPWP Batam;
Akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
Untuk perusahaan cabang melampirkan akta pembukaan kantor cabang; dan
Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 22

idang Perindu strian adalah sebagai
berikut:
a. Surat permohonan;
b. Surat pernyataan bermeterai;
c. NIB;
d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bebas

Batam;
e. Izin usaha sektor/ sertifikat standar/izin;
f. NPWP Batam;
g. Akta pendirian dan/atau perubahan terakht;
h. Untuk perusahaan cabang melampirkan akta pembukaan kantor cabang; dan
i. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

a.
b.
c.
d.

e.
f.
c.
h.
i.

Persyaratan untuk mendapatkan IUK TLDDP B

BPo.rnu
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Paragraf 2
Persyaratan Perizinan Bidang perindu strian



Persyaratan untuk mendapatkan IUK K3S adalah sebagai berikut:a. Surat permohonan:
b. S_urat pernyataan bermeterai;
c. NIB;
d' Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang di Kawasan BebasBatam;
e. Izin usaha selrtor/ sertifikat standar/izin;f. NPWP; dan
g. Kontrak Kerjasama dengan pertamina atau Migas.

Pasal 24

Persyaratan untuk mendapatkan IUK SUKT adalah sebagai berikut:a. Surat permohonan;
b. Surat pernyataan bermeterai;c. NIB;
d. Ia1-usaha sektor/sertif,kat standar/izin;e. NPWP;

! }J<F.p."dirian dan/atau perubahan terakhir;E' Untuk perusahaan cabang merampirkan akta pembukaan kantor cabang; danh. Kontrak Kerl'a Sama froy& ""t"t p"i"rj"ro di Kawasan Bebas Batam.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
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Pasal 23

Pasal 25

Pasal 26

P,emasukan barang industri dari LDp ke Kawasan Bebas Batam sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 huruf b te.ai.i aLs:
1 Barang modal dalam keadaan baru;b' 8fr3" Baku dan/atau Bahan penorong yang tidak termasuk dalam kategoripembatasan;
c. Bahan Baku dan/atau Bahan penolong yang belum ditetapkanpembatasannya; dand. Pemasukan Sementara Barang Modal.

(1)

(2)

Pemasukan barang dari LDp sslagaiman€r dimaksud daram pasar 25 huruf aaan !}ru! U dapat dilakukan 
"""i" t.rrg".rrrg ot"t p"tuko U"J" y"rrg t"f"hmemiliki IUK LDp_

P,emasy]<an. barang dari LDp sebagaimana dimaksud dalam pasat 25 huruf cdapat diberikan rekomendasi pemisukanny" 
"r.rr 

g.d^, n"rrg,rJ".r, satamberdasarkan manajemen risiko.

BP n,u*u



Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi pemasukan barang seba ga ims16
dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) adalah sebagai berikut:a. Surat Permohonan;
b. Surat Pernyataan bermeterai;

: Data kapasitas produksi dan rencaaa kebutuhan selama I (satu) tahun;d' lgncana pemasukan yang memuat uraian barang, nos rariiT ris s laeupanldigit, jumfah dan satuan barang, negara asal/peh6uh"r, -rr^i dan pelabuhan
tujuan; dan

e' Hasil pengujian bahan baku dan/atau bahan penolong dari Laboratorium
terakreditasi.

Pasal 28

(1) Masa berlaku Rekomendasi pemasukan ssfuagaimana dimaksud dalam pasal
27 berlaku seLama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

(21 Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan realisasi peraksanaan
Rekomendasi Pemasukan kepada Badan pengusahaan Batam paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemasukan barang.

Pasal 29

(1) Pelaku usaha Industri harus menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong dalam proses poduksi secara efisien, ramah lingkungan, dan
berkelanjutan.

(2) Pelaku usaha Industri dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong yang dimasukkan dari LDp.

BADAN PENGUSAEAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABI'HAN BEBAS BATAM
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Pasal 27

(3) Ketentuan ssfoagaimana r{imaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal
pelaku usaha menghentikan kegiatan produksinya dikarenal<an
kebangkrutan atau dihentikan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3O

Pemasukan sementara baralg modal dari LDp sebagoirnana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf d dapat dilakukan dalam rangka:
a. Mendukung kegiatan produksi;
b. Pengerjaan proyek;
c. Perbaikarr;
d. Kalibrasi; dan
e. Pemeliharaan (maintenancel.

I
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Pasal 3l
Persyaratan penerbitan Persetujuan pemasukan Sementara dari LDp selagsim€.,arlimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:
a.
b.
c.
d.

Surat Permohonan;
Surat Pernyataan berrneterai;
Izin Usaha Kawasan LDp/SUKT/K3S;
Rencana Pemasukan Sementara yang memuat uraian barang, pos Tarif/ HS g
(9elapan) digit, jumlah dan satuan bararrg, negara asal dan piiaUuhan tujuan;
Foto Barang; dan
Proj e ct Order / P e4 arlian Ke4'asama;

e
f.

Pasal 32

(1) Persetujuan Pemasukan sementara dari LDp berlaku selama 6 (enam) bulan
sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.

(21 P-ermohonan perpanjangan persetujuan pemasukan sementara dari LDp wajib
dilakukan sebelum Persetujuan pemasukan Sementara dari LDp habis masa
berlakunya.

(3) Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan rearisasi pelaksanaan persetujuan
Pemasukan sementara dari LDp kepada Badan pengusahaan paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan persetujuan.

pasal 33

Persetujuan Pengeluaran Barang Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
huruf c terdiri atas:

Persetujuan Pengeluaran sementara ke LDp;
Persetujuan Pengeluaran sementara ke TLDDp;
Persetujuan Pengeluaran BMTB yang berasal dari LDp ke TLDDp; dan
Persetujuan ekspor.

a
b
c
d

Pasal 34

Persyaratan penerbitan Pengeluaran Sementara ke LDp sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas:
a. Surat Permohonan;
b. Surat Pernyataan bermeterai;
c. IUK LDP, IUKSUKT, atau IUK K3S;
d. Rencana Pengeluaran sementara yang memuat uraian barang, pos Tarif/HS g

(delapan) digit, jumlah dan satuan barang, pel,abuhan muat dan negara
tujuan;

e. Foto Barang; dan
f. Prcject Mer/Peqanjian Kerja Sama.

EP arr'$r
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(1) Persetqjuan Pengeluaran Sementara ke LDp berLaku selama 6 (enam) bulandan dapat diperpanjang

{21 Permohonan perpanjangan Persetqiuan pengeluaran sementara ke LDp wajibdilakukan seberum rersetujuan e""g"r""r" sementara ke LDp habis masaberlakunya.

(3) Pelaku usaha wajib men-y€mpaikan ,aporan rearisasi peraksanaan IzinPengeluaran sementara te i9e L"p"a" e"i"r p""g"J;r'il;l hmbat 3o(tiga puluh) hari setelah mendapatiian p"1".tq,rarr.

Pasal 36

(1) P, grsr.aratan penerbitan pengeruaran Sementara ke TLDDp sebagaimanadimaksud dalam pasal 33 huilf b, t"iOiri "t .,a. Surat permohonan;
b. !lI4 pernyataan bermeterai;
9. IUK LDp, IUK SUKT, atau IUK K3S;d. 5"19gll rengelualn..lem.engy'yang memuat uraian barang, posTarif/Hs 8 (derapan) digit, jumlah dan 

-satuan 
barang, pelabuhan muatdan negara tduan;

e. Foto Barang; dan
f. Project Order/peqanjian Kerja Sama.

(21 Pengeluaran sementara ke TLDDP sebagaimana dimar<sud pada ayat (r),dapat dilakukan terhadap barang p"*J'iurr industri untuk:a. Kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infi-astruktur;b. Diperbaiki, direkondisi, aif<afiUrLi; au.7"ti" diuji; danc. Keperluan peragaan atau demonstrasi; '

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
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Pasal 35

Pasal 37

(1)

(21

(3)

Persetqiuan Pengeluaran sementara ke TLDDp berlaku selama I (satu) tahundan dapat diperpanjang paling lama 
"a"r"" iitig") tahun.

""Toh:. ll" . 
perpanjangan persetujuan pengeluaran Sementara ke TLDDpwaJrD .' a-t<ukan sebelum persetujuan pengeruaran sementara ke TLDDphabis masa berlakunya.

I"ttlq Usaha wajib menyam-paikan laporan realisasi pelaksanaan persetujuan
Pengeluaran sementara t9 tlngn keiaaa sadan pengusahaan paring lambat30 (tiga puluh) hari setelah mendapati<an p.o.i"ir...,.

BPsqr,ur
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Pasal 38

P.9rsv-aratan pengeluaran BMTB yang berasal dari.LDp ke TLDDp sebagaimanadimaksud datan Pasal 33 huruf c, te.d=i.i .t"",a. Surat Permohonan;
b. Surat Pernyataan bermeterai;
c. IUK LDP, IUK SUKT, atau IUK K3S;d' Renca,a Pengeluaran BMTB yang memuat uraian barang, pos Tarif/ HS g(delapan) digit, jumlah dan satuan barang, pelabuhan -r]"t o"r, pelabuhan

tujuan;
e. Laporan surveyor; danf' Pemberitahuan Pabean saat barang tersebut masuk ke Kawasan Bebas

Batam, minimal sudah digunakan di Ihwasan Bebas serama 2 (dua) tahun.

pasal 39

(1) Persetujuan Pengeluaran BMTB yang berasal dari LDp ke TLDDP berlaku
selama I (satu) bulan.

(2) l"t"kl usaha wajib mrenycmpaikan laporan rearisasi pelaksanaan persetujuan
Pengeluaran BMTB.IT TI,DD! kepada Badan pengusahaan Batam paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan p"."itrirrrr.

Pasal 40

Per-s.rgatan persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasat 33 huruf d,
terdiri atas:
a. Surat Permohonan;
b. Surat Pemyataan berrneterai;
c. IUK LDP;
d. |en9an1 ekspor yang memuat uraian barang, pos Tarif/HS g (delapan) digit,jumlah dan satuan barang, pelabuhan muat ian .r"grr"'t ,.y.rr"rrj d.rre' Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Kemenierian ielrris untuk ekspor

barang yang dibatasi.

Pasal 41

Persyaratan penerbitan Rekomendasi peluncuran Kapal di Luar pelabuhan yang
Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruid, terdiri atas:a. Surat permohonan;
b. Surat pernyataan bermeterai;
c. Izin Usaha Kawasan;
d. Izin Operasional peLabuhan;
e. Builder of Certiftcate; darr
f. Foto Kapal yang akan diluncurkan.

BP olnu

\
I
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pasal 42

(1) Rekomendasi peluncuran Kapal berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan dalamjangka waktu 1 (satu) bulan.

(2) Pelaku. usaha wajib menyampaikan laporan rearisasi pelaksanaan peluncuran
Kapal kepada Badan y*yfu"., paling lambat SOltiga p"f"frf-fr*f setelahmendapatkan rekomendasi.

paragraf3
Tata Cara Pengajuan perizinan Bidang perindustrian

Pasal 43

(1)

(2t

(3)

(4)

Pelaku usaha yang telah memiliki Hak Akses pada system IBoSS mengajukan
P.r1o!9"gt, dengan mengunggah p"r"y*"t"r, sebagaimana dimaksufr iafam
l"*l ?l,Pasal22, p*"1?1,F"""f Z+, paJiZ, p"""f 31, pasal34, pasar 36,
ll9- Sg, Pasal 39, pasal 40, dan pasal +t sesuai dengan jenis p.-riir,",, yrogdiajukan dengan format pDF.

Dire-ktorat Pelayanan Laru Lintas Barang dan penanaman Modal melakukanveriJikasi telcris paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima dari DirektoratPelayanan Terpadu Satu pintu (ef:SE melalui-sistem IBOSS.

Berdasarkan hasil verilikasi teknis ssregaim€ma dimaksud pada ayat (2),Direktur Pelayanan Laru Lintas Barang aln penanaman Modar menerbitkanrekomendasi yang memuat jurnlah -aan 
1.eris barang *rt - 

p"f"U"t 
",bongkar.

Direktur Pelayanan Terpadu Satu pintu (prSp) menerbitkan persetujuan
ITp9.-?t"y Persetujuan Per-nagukln Barangpaling lambat 1 (satu) frari t<e4asejak diterimanya rekomendasi sebagaiman"a limrtsua pada ayat (3).

Pasal 44

Pemblokiran Hak Akses sebagairnsr4 dirnaksud dalern pasal 64 ayat (I) huruf adapat disebabkan oleh keadaan tertentu, 
".Uag"i 

berikut:
a. Rekomendasi dari instansi terkait;
b. Kewenangan Kepala dan/atau Anggotayang membidangi;
c. Perrnohonan dari pemilik hak akses; dan/atau
d' Tidak melaksanakan kewajiban sesuai dokumen perizinan yang diterbitkan.

BPs{r,r!

L.
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Bagian Ketiga
Barang Ianangan dan pembatasan

Paragraf 1

Jenis Perizinal

(2) Persyaratan Persetujuan Impor Barang Kena cukai minuman beralkohol dari
LDP terdiri atas:
a. Surat Permohonan;
b. MB berlaku sebagai ApI-U;
c. IUK LDP;
d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NppBKC);
e. IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol);f. l,ampiran data barang dengan kelengkapan identitas komoditas;
g. Sertifikasi Izin edar BpOM;
h. Rencana Impor untuk Pemesanan pita cukai Minuman Beralkohor; dani. Rencana distribusi.

BPnrau

Pasal 45

Jenis Perizinan Barang dalam pembatasan terdiri atas:
1. Persetujuan impor barang konsumsi dalam pembatasan;
2. Persetqjuan impor barang kena cukai;
3' Persetujuan pemasukan Barang modal daram keadaan tidak baru (BMTB); dan4' P.ersetujuan pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan penolong yang termasuk

dalam kategori pembatasan

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 46

Persyaratan Persetujuan Impor Barang Konsumsi dalam pembatasan terdiri atas:a. Surat Permohonan;
b. Surat Pernyataan bermeterai;
c. NIB berlaku sebagai ApI-U
d. IUK LDP;
e. Daftar Distribusi Barang; danf' Dokumen, persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri atau kepala

pemerintah non kementerian sesuai dengar- ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mempertimbangkan aspet keamanan, keselamatan, kesehatan
dan lingkungan hidup yang diberlakukan secara wajib.

Pasal 47

(1) Barang kena cukai dalam rangka konsumsi terdiri atas minuman beralkohol
dan produk hasil tembakau.
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(3) Persetujuan Impor Barang Kena cukai produk hasil tembakau dari LDp terdiri

atas:
a. Surat Permohonan;
b. NIB berlaku gslagai Apl-IJ;
c. IUK LDP;
d. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NppBKC);
e. Lampiran data barang dengan kelengkapan identitas komoditas;f. Sertifikasi Izin edar BPOM;
g. Rencana Impor untuk pemesanan pita cukai produk hasil tembakau; danh. Rencana distribusi.

Pasal 48

Paragraf 3
Tata Cara

(1) Persyaratan persetujuan pemasukan BMTB adalah sebagai berikut:a. Surat Permohonan;
b. Surat Pemyataan bermeterai;
c' Rencana pemasukan yang memuat uraian barang, pos Tarif/HS g (delapan)

digit, jumlah dan satuan barang, negara asalTpelab.rhan muat dan
pelabuhan tujuan; dan

d. Hasil verifikasi atau penelusuran telirris oleh Surveyor.

(2) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d tidak diperlukan untuk pemasukan gtrte dalam rangka
relokasi industri (bedol pabrik).

pasal 49

Persyaratan 
-persetujual pemasukarr Bahan Baku dan/atau Bahan penolong yang

termasuk dalam kategori pembatasan adalah sebagai berikut:a. Surat Permohonan;
b. Surat Pernyataan bermeterai;
9. Pertimbangan teloris atau rekomendasi dari Kementerian teroeis;d. Data kapasitas produksi dan rencana kebutuhan gslema 1 (satu) tahun;e. Rencana pemasukan yang memuat uraian barang, eos tlrirT irs g (delapan)

digit, jumrah dan satuan barang, negara asar/peraoruhan -r."i d"t pelabuhan
tduan;

f. Hasil verifikasi atau penelusuran teloris oleh Surveyor.

(1)

Pasal 50

Pelaku usaha yang telah memiriki Hak Akses pada sistem IBoss mengajukan
permohonan dengan mengunggah persyaratan sebagaimsla dimaksuJ dahm
Pasal 45 sesuai dengan jenis perizinan yang diejukan dengan format pDF.

Dire_ktorat Pelayanan la.lu Lintas Barang dan penanaman Modal melakukan
verifikasi telcris paring lama 4 lempat; hari keg'a sejak diterima dari
Pelayanan Terpadu Satu pintu (pTSp) melalui sistem IBOSS.

(2t

BPs.rrru
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(3) Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Direlrtur Pelayanan Lalu Lintas Barang di.n penanaman Modal menerbitkanrekomendasi yang memuat jumlah tan jenis barang serta petabuhan

bongkar.

(4) Direlrtur Pelayanan Terpadu Satu pintu (prsp) menerbitkan persetujuan
Impor atau Persetujuan pemasukan Barang'pating lembat 1 (satu) hari kerja
sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana aimafsua paaa ayat 1ey.

pasal 51

(1) Masa berlaku Persetujuan Impor Barang Konsumsi dalam pembatasan
sebagaimana dimaksud dalam pasar 46 d; persetujuan Impor Barang kenacukai sebagaimana riimaksud dalam pasal a7 berlakir "a-pd dengan 3l (tigapuluh satu) Desember tahun berjalan.

(2) Masa berlaku Persetujuan pemasukan Barang modal dalam keadaan tidakbaru (BMTB) sebagaimana dimaksud daram pasal 4g dan persetujuan
Pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan penorong yang termasuk daram
kategori pembatasan sebagaimana dimaksud dal"r" plsal +6 berlaku selama 1(satu) tahun.

pasal 52

(1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana rtirnatrsud dalam pasal 4g
Ayat (1) huruf d dan Pasal 49 huruf r alamun oleh Surveyor yang telahditunjuk oleh Pemerintah.

(21 verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan di lokasi pelabuhan tujuan. -

(3) Barang yang tidak memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi atau
penelusuran teknis impor oleh surveyor, wajib direekspor ke Luar Daerah
Pabean oleh Pelaku usaha yang mel-akukan pemasukan barang (importir)
paling lama 15 (lima belas) hari seterah keiuamya hasfl veriikasi atau
penelusuran teknis.

Pasal 53

lata carS pelaksanaan pemberian perizinan dan pengawasan dilaksanakan sesuai
dengan Standar Operasional prosedur (SOp) yang dit-tapt arr.

BPn,rr,ru

l



(1)

(21

(3)

(4)

Penetapan Jumlah o"r r""lTX*utKonsumsi Non pembatasan

Pasal 54

lenetapan jumlah dan jenis Barang Konsumsi Non pembatasan oleh Badan
Pengusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. Data statistik;
b. Rencana Pemasukan Barang Konsumsi oleh pelaku Usaha; danc. Realisasi pemasukan barang ke Kawasan Bebas Batam tahun sebelumnya.

?irektorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan penannman Modal menyiapkan
6"1a gelagaimana dimaksud pada ayatlr; untuk selanjutnya diseraikan ke
Anggo_ta_Bidang Kebliakan strategis t.q. zusat pengembangan KpBpB Batam
dan KEK.

Pusat P-engembangan KPBPB Batam dan KEK merumuskan jumlah dan jenis
barang konsumsi non pembatasan.

Jumlah dan jenis Barang Konsumsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Evaluasi Jumlah orr r"rrfffiffilorr"r-"i Non pembatasan
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BAB III
PENETAPAN JUMLAH DAN JEMS

Pasal 56

Monitoring dan evaluasi atas penetapan jumlah dan jenis Barang Konsumsi
dapat dilakukan dalam hal:
a. Pengembangan bisnis pada kegiatan berusaha;
b. Dinamika pembangunan di Ka-wasan Bebas Batam Batam;
c. Penambah an Iztn Usaha Baru; dan

(1)

BP slr,nr

Bagran Kesatu
Perdagangan

Paragraf 2
Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Konsumsi pembatasan

Pasal 55

(u 
-Jumlah 

dan jenis barang konsumsi pembatasan ditetapkan oleh Menteri
Koordinator Bidang perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan.

(21 Badan Pengusahaan Batam dapat mengusulkan jumlah dan jenis barang
konsumsi pembatasan kepada Menteri Koordinaior Bidang pirekonomian
selaku Ketua Dewan Kawasan.
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d' Terdapat keputusan hukum yang mempengaruhi kebiiakan berdasarkan
peraturan perundang- u ndangan.

(21 Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan penanaman Modal
melaksanakan Monitoring dan evaluasi sebagairiana dimaksud pada ayat 1ty.

(3) !.asil lgnitorinC d1n evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (Z)
disampaikan kepada pusat pengembangan KpBpB Batam dan KEK.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana rtimaksu6 pada ayat (l) berakibat pada
perubahan penetapan jurnlah dan jenis Barang Konsumsi, dapat dilakukan
perubahan atas penetapan paling banyak 2 (auafk.fi dalam 1 lsatuy tarrun.

Bagian Kedua
Perindustrian

Kemudahan untuk Mendap"*r, 
".ffiEfr.l, 

dan/atau Bahan penolong Industri

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 57

!1tut .mgnjlga kelangsung€rn proses produksi dan/atau pengembangan
]l9""t i Badan Pengusahaan memberikan kemudahan untuk mJndapatkan
Bahan Baku dan/atau Bahan penolong.

Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau
Pe* Penolong sebagaimana rtimaksud pada ayat (1), Badan pengusahaan
Batam:
a. menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan penolong dari datam
- negeri atau luar negeri bagi perusahaan Industri; dan
b. menjamin penyaluran Bahan Baku da,/atau Bahan penorong di dalam

wilayah Kawasan Bebas Batam;

Dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku
Penolong, Badan Pengusahaan Batam dapat melakukan:
a. pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku

Penolong; dan
b. pemberian kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan penolong.

Pasal 58

Kemudahan pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan penolong sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 56 ayat (3) huruf b, ammr<an dengan
mempertimbangkan:
a. tidak ada ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan penolong

dari dalam negeri; dal/atau
b. ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan penolong dari dalam

negeri belum mencukupi dari sisi jumlah/volume dan/atau standar mutu
serta aspek ekonomi.

dan/atau Bahan

dan/atau Bahan



(21

(1)

{2)

(1)

(21
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Kemudahan pemasukan 

-Bahan Baku dan/atau Bahan penolong sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pemberian fasilitas fiskal;
b. pemberian fasilitas nonfiskal; dan/atau
c. pemenuhan jumlah pemasukan sesuai kebutuhan

Persetujuan pemasukan barang daram rangka industri katagori pembatasan
mengacu pada Neraca Komoditas yarrg telah ditetapkan.

Dalam hal Neraca Komoditas berum ditetapkan, Badan pengusahaan Batamdap,t memberikan persetujuan pemasukan bahan baku ran/atau bahanpenolong dengan mempertimbangkan kebutuhan berdasarkan 
- 
kapasitasproduksi pelaku usaha.

Paragraf 2
Neraca Komoditas

Pasal 59

Paragraf 3
Data Industri

Pasal 60

BAB IV
PENGAWASAN

Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat,
lengkap,_ tepat waktu, dan berkelanjutan secara berkala t epaia Badan
Pengusahaan Batam.

Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan merarui
sistem elektronik yang disediakan Badarpengu*t 

"* Batam.

Pasal 61

(1) Badan Pengusah"an Batam melakukan pengawaszrn terhadap pelaku usaha
yang memiliki Izin Usaha Kawasan di I(awasan Bebas Batam.

(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
a. Kepatuhan pelaku Usaha;
b. Perizinan berusaha yang diterbitkan; dan
c. Realisasi pemasukan dan pengeluaran barang.

(3) Pelaku usaha wajib melaporkan realisasi persetqjuan impor barang konsumsi
non pembatasan selambat-lambatrrya 14 (empat belas) hari kalendei sejak izin
diterbitkan.

BPetriil
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(4) Pelaku usaha wajib meraporkan realisasi persetujuan impor barang konsumsipembatasan tanggal ls (tiry u"r"q "iti"p ;"h"";;-il;d"oDirekto.atPelayanan raru Lintas Barang aan penanarnan Modar melalui sistem IBoss.
(5) l,"t$ pgafra wajit menyampaikan laporym realisasi pemasukan BarangModal dalam keadaan ta*-earu d; Bahan e"m'J"r7-J", BahanPenolong yang terr.naluk ^id* r.aiegori p"-Uat"s"r-i"plt" BadanPengusahaan paling lambat 3o (tiga p"r"ti'rrrri r.ur""a". 

"rt"rJ'illalsanaangglagukan kepada D_1e!o1at eerayanan talu Lintas B;;;dr"?nanannanModal melalui sistem IBOSS_

(6) Pengawasan sebagoim6rr" dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:a' Pengawasan secara berkara ditaki\gn p'.ri"i'""a*rt i i*t"l kali dalam 1

_ {_satu) 
tahun dengan.manajemen risiko; ian/atauD' r'engawasan secara insindentat dilakukan berdasarka, laporan dari pelaku

Usaha, masyarakat, dan/atau hasit erratua"i.

(7) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha di Kawasan BebasBatam sebagaimana dimaksud p"a. 
"y"i (1), Badan p;g"""h; Batamdapat berkoordinasi dengan oirir,torat"Jenderar Bea arotr[ri aan/atauDirektorat Jenderal pajat<.

Pasal 63

(1)

(2\

Pasal 62

Perrgawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan terkait Data Industridilakukan terhadap:

3. P"h Industri pada tahap pembangunan; danb. Data Industri pada tahap proauksl

Pengawasan ssfegaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkanaspek:
a. Keakuratan penyampaian Data lndustri;
b. Kelengkapan penyampaian Data Industri;
q. J{_etgOatan waktu penyampaian Data Industri; dand. Kesinambungan Data Industri.

{gsatan pengawasan sebagaimana dimaksud daram pasal 61 ayat (2) dan pasal 62dituangkan ke dalam Berita Acara rrasit pemerit<saan yang &tandatangani oterrPengawas dari unit kerja teloris terkait dan pelaku Usaha.

ru

EPa,rrnu
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BAB V
SANKSI

Pasal 64

(l) Pelaku_usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 ayat (3), Pasal 61, dan pasal 62 diberilan sanksi administratif
berupa.:

a. Pembekuan lzin Usaha Kawasan; dan
b. Rekomendasi pemblokiran hak akses kepabeanan.

(2) Pelaku_ usaha yang tidak melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2), Pasal l! ayat {3), pasat 35 ayat 1S'i, easal SZ ayit (3), pasal
39 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (2i diberikan santsi'tiaar. dapat"mengajukan
permohonan berikutnya dan diblokir hak akses ke dalam sistem IBoss.

Pasal 65

(1) Apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam waktu
sebagaimana diatur dalam perizinan maka:
a. Direktorat Pelayanan la.lu Lintas Barang

melakukan pembekuan izin usaha kawasan dan
pertama;

b' Apabila 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterbitkan peringatan tertulispertama pelaku usaha belum melaksanakan kewajibannya maka
diterbitlan surat peringatan kedua;

c. Apabila 10 (sepuluh) hari kalender setelah diterbitkan peringatan tertulis
kedua pelaku usaha belum melaksanakan kewajibannya mali. diterbitkan
surat peringatan ketiga; dan

d. Apabila l0 (sepuluh) hari kalender setelah diterbitkan peringatan tertulis
ketiga pelaku usaha belum meraksanakan kewajibannya mak]" diterbitkan
rekomendasi pemblokiran hak akses kepabeanan.

(2) Apabila Pelaku Usaha melaksanakan kewajibannya:
a. Setelah diterbitt<an surat peringatan pertama maka Badan pengusahaan

Batam akan mencabut pembekuan izin usaha kawasan;
b. setelah diterbitkan surat peringatan kedua maka Badan pengusahaan

Batam akan mencabut pembekuan izin usaha Kawasan to lsepulut) tari
Erlende. setelah pemenuhan kewajibannya; dan

c. setelah diterbitkan surat peringatan lietiga maka Badan pengusahaan
Batam akan mencabut pembekuan izin usaha kawasan 20 (dua puturrl t ari
kalender setelah pemenuhan kewaj ibannya.

dan Penanaman Modal
disertai peringatan tertulis

BFulr,t,u



(1)

(2\

Pgl"ryh pgraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan
di bidang lalu lintas barang dari dan ke Kawasan Bebas Batam dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan ini.

seluruh penzinan yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sebelum Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa
berlakunya berakhir.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,
a. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fenyelenggaraan
Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

b. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor l0 tahun 2019 tentang Ferubahan Atas
felaturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan
Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

c. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan
Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

d. Peraturan Kepa1a Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 tahun 2O2O terrteurtg Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

e. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 13 tahun 2020 tentang perubahan Keempat
Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batarn Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
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f.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELASUTIAN BEBAS BATAM

-31-
Peraturan Kepala Badan pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 29 tahun 2o2o te',.tar'g pei.rbahan Kelima
Atas Peraturan Kepala Badan pengusahaan Kawasan perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentanf ee"nyelenggaraan
lelnsqkan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawisan nera{arrga,
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 Oktober 2021

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PEI.,ABUHAN BEBAS BATAM,

MUHAMMAD RUDI
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ai dengan aslinya
Umum,

Budi usilo
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